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ABSTRAK

Mepara Indenesia adalah Megara kepulauan vang mempunysi kekayvaan slam
vang melimpah, selama ini pemanfaatan pembangunan sumber daya alam banyak
dilakukan di darat, Luas wilavah perairan di Indencsia mempunyai polensi alam yang
sangat besar uniuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional, Pemantaatan fungsi
wilavah laut yvang sda di dalamnya dapat meningkatkan kesejahieraan rakyvat serta
memperiuas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Untuk menjamin terselenggaranya
pengelolaan sccura optimal perlu ditingkatkan peranan pengawasan di bidang
perikanan dalam mencegah tingginya angka tindak pidana pencurian ikan di laut
(Mepal Fishing). Tindakan penvidiken merupakan suatu fase awal vang akan
menentukan dalam proses peradilan pidana, dalam bal penyidikan tindak pidana
perikanan dilakukan oleh Penyidik POLREL, Perwira TNI AL, dan Penyidik Pegawai
Megeri Silpil (PPNS) kelautan., Dalam proses penyidikan tindak piduna perikanan
berkemungkinan terhadinya pertentangan kewenangan antar instansi yang memiliki
kewenangan vang sama. Untuk mencegah terjadinya hat yang demikian diperlukan
koordinasi antar instansi terkait. Permasalahen vang akan dibahas di sini adalah ¢
bagaimana eksistensi PIPNS Kelautan dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian
ikan di laut; bapaimanakah koordinasi fungsional antars Penyidik POLRI dengan
PPNS Kelautan dalam penvelessian tindak pidana pencurian ikan di laut; dan
bapaimanaksh pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik
POLRI dengan PPNS Kelautan dalam penyelesaian tindsk pidana pencurian ikan di
laut, Metode penelitian yang digunakan adalah vuridis sosiologis, yaitu penelitian
lapangsn unluk memperoleh data primer melalui metode wawancara terhadap
responden, Dari hasil penelitian vang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bentuk
hubungan kerja antara Penvidik POLRI dengan PPNS Kelautan datam penyelesaian
tindak pidana pencurian ikan di laut yakni berbubungan dengan bentuk hubungan
kerja secara fungsional vang meliputi kegiastan-keginten seperti - hubungan kerja di
bidang operasional dan hubungan kerja di bidang pembinaan,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Megara Indonesia adalah Negara kepulavan yang mempunyai kekayaan alam
vang melimpah, baik vang sudah diolab maopun yang belum diolah. Semua it
diperuntukan bapi rakyat Indonesia, segenap kekavaan vang ada di laut vang berupa
sumber daya ikan maupun vang lainnya Pengolaban dan pemanfaatanya digunakan
untuk kemakmuran dan kesinambungan di lndonesia khusosnya dibidang perikanan,

Mengingat Nepara Indonesia Negara kepulavan, dimana 2/3 nepara kiea
adalah wilayah perairan. Dengan luas wilayah perairan mencapai 7.9 juta km® atau
sekitar 4 (empat) kali luas daratan, termasuk didslamnya mineral mawpun Kekayaan
laut lainnya akan menjadikan Negara ini kaya' dan akan mendatangkan devisa yvang
lehih besar untuk Negara,

Sckian lama orientasi pembangunan Indonesia berkutat didarat, padahal
Indenesia menpetahui potensi vang ada di laul. Kondisi perekonomian bangsa ind
akan lebih baik dari sekarang jika dimanfastkan sumber daya yang ada di laut,
Senurut Dorodjatun, faut Indonesia vang didalamnya menyimpan USD 82 milvar per

tabun, selama ini belum termanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Doradjatun FEuntpore Jaki, Covar Maree Peregakan Hukem o Lo, Legal Heview, FT
Fusiness Medio, Jakarta: 20040, lm. &,



Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen telah menegaskan bahwa,
Bumi dan air dan kekayaan alam wvang terkandung di dalamnya diponakan oniok
kemakmuran rakvat Indonesia selurubinya. Pelaksanaan Undang-Undang Thasar 1945
dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Na.31 tahun 2004 tentang Perikanan
| i = b
yvang dalam penjelasannya menegaskan ;
“Kedaulatan dan yurdiksi atas wilayvah perairan Indonesia serta kewenangan
L Ll ]-I
dalam menetepkan ketentuan tentang pemanfsatan sumber daya ikan,baik
2 & ¥ i
uniuk  kegistan  penangkapan  maupun  pembudidayaan  ikan  sekaligus
meningkatkan kemakmuran dan keadilan puna pemaniaatan vang sebesar-
hesamya bagr kepentinpgan banpsa dan nepgara denpan telap memperhatikan
prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kesinambungan
pembangunan nasional”

Fenemena ind terjadi bukan berarti tidak ada aturan hukum yang berlaku di
laut atau bukan semata-mata masalah moeal penepgak hukum di laut vang terpadaikan
oleh kepentingan pribadi atau kelompok, akan tetapi permasalahn wlamanya adalah
banvaknya institusi penegak hukum yang ambil bagian di wilayvah laut Indenesia.

i samping adanya mekanisme birokeasi yang cukup rumit dalam

menciptakan sistem peaegakan hukum di laut Khosusnya i bidang perikanan, sebab

lain ialah terjadinya herbagai pelanggaran di laol yvang berupa pencurian tkan,
erompakan, penvelun an, oangan tkan antar k . ekaploitas berlebihan,
] pakan, penvelundupan, perdapangan ikan antar Kapal, eksploitasi berlebihan
erusakan dan pencerns: inghkung airar npoar batas wilayah la ]
1] kan dan pencemaran lingkungan peraivan, pelanpgoar batas wilayah laut serta
pengzunaan alat tangkap dari bahan terlarang kian merajarela sehingga keamanan
laut menjadi laat menjadi rawan.

Atas dasar tersebut di atas, untuk menjamin terselengparanva pengaolaan

sumber daya laut khususnya perikanan secara optimal dan berkelanjutan perlu

e



ditingkatkan peranan pengawasan di badang perikanan secora herdayva puna don
berhasil suna. Oleh schab e sangat diperfukan adanva koordinasi funpsional oleh
dua lembaga yang mempunyal juan vang sama.

Pelaksanaan penegakan hukum di hidang perikanan menjadi sangzat penting
dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan
sesuai denpan asas pengelolsan perikanan sehingga pembangunan perikanan dapa
berjalan berkelanjutan. Untuk ite diperlukan metode penegakan hukoum yang bersila
empiris untuk  menvanzkut hukerm materil dan hukum formil, yang mengatur
kedudukan  dan kKewenangan  Penvidik, Penuntot Umuem dan Hakim i senap
pemeriksaan dalam penyelesain tindak perikanan yang terjadi dilaot.

Tindakan Penyidikan merepakan suatu [ase awal vang akan menentukan
suale proses peradilan pidana, sebab dar sinilah skan di dapat bukt-bukn tentang
suaty peristiwa pidana, yang lerjadi dan sangat beguna bagi penuntutan demi
terciptanya suaty kepastian hukum vang dicita-citakan. Hal ini pun diatur dalam
Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {selanjutnya di
singkat dengan KUHAP) secara tegas dan jelas dalam PPasal | butir (2) yang isinya
dapat disimpulkan sehagai berikur :

Tujuan penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti e membuat terang tentang suaty windak pidana vang terjadi dan guna

mencari tersangkanya.

Ll



BAR 1Y

PENUTIP

A, Kesimpulan

Dari pembahasan sehelumnva mengurnikon seluruh hoasi! penelition vang
dilakukan penulis, maka tiba saatnva penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari
permasalehan vang ada sebelumnya antara lain

1. Bahwa Eksistensi PPNS dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di
laut memiliki wewenang sesual dengan Usdang-undasg yang menjudi dasar
hukumnva masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasava berada dibawal
koordinasi dan pengowasan penvidik POLRI vang diatur dalam KUHAT,

2. Baohwa koordinasi fungsional antara  penyidik POLEI dengan PPNS dalam
menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di laut vakni hubungan kerja secara
fungsiongl yang meliputi kegistan-kegiatan seperti @ hubusgan kerja di hidang
eperasional dan hobungan kerja di hidang pembinaan,

3. Bahwa pelakssnsan mekanisme  koordinasi dan pengawasan oleh  penyvidik
POLRL vang berbentuk pembenan petunjuk yaitu bimbingan haik rcknis maupun
taktis vang diberikan elch penyidik POLRI kepada PPNS dalam rangka
penyidikan, serta memberikan bantuan penyidikan yang diberikan oleh penvidik
POLRI kepada PPNS dan terhadap PPNS dalam hal mekanisme koordinasi din
pengawasan vang dilakekoen oleh penvidik POLRED mencrima petunjuk dan

bantuan penyidikan tersehat.
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